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' LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMATTUI—IAN YANGMAHAESA DI S

BUPATI KARANGANY AR

bahwa berdasarkan evalua51i peIakSana;an' ‘kegiatan = L
Pendataan Lampu Penerangan Jalan di lapangan dan teknis
'peker_]aan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 -
" Tahun 2016 tentang PetunJuk - Teknis ~ Pelaksanaan
" . Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum tidak dapat el DR
.-~ mengakomodir kebutuhan - pengaturan sehmgga perlu STRREIR I
- disusun Peraturan Bupati yang baru; - - L
. ‘bahwa ‘berdasarkan perumbangan sebaga1mana dxmaksud ,
- pada huruf-a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati .
. tentang Petunjuk' Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu e
: .PeneranganJalan Umum, ::'._.j .

- Undang-Undang Nomor .13 Tahun 1950 tentang i
. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan'_ TR

Provinsi Jawa Tengah Sl

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan e
. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 =~ =~
~ : . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm e

S ;,”Nomor 4266); P P . Ll

Undang—Undang \;Nomor

.'?11

Tahunv 2004

. tentang S

. - Perbendaharaan - Negara ' (Lembaran Negara ‘' Republik
"’ Indonesia Tahun -2004 - Nomor 5;- Tambahan Lembaran'
s Negara Repubhk Indones1a Nomor 4355), L . R

N .Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

. Daerah dan- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik - = . o
 Indonesia Tahun 2009 Nomor ' 130,: Tambahan Lembaran: R
‘Negara Repubhk Indones1a Nomor 5049), = ' o




~Menetapkan :

5. Undang-Undang - Nomo : : : ’

' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a
" Tahun ; 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indones1a Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
. Tahun: 2015 tentang : Perubahan - Kedua ' ‘atas ! Undang-‘a
g *tUndang Nomor 23 ‘Tahun’ 2014 tentang Pemenntahan,
- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015
" Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
_,Nomor 5679), I

Peraturan Pemerintah Repubhk Indones1a Nomor 12 'I‘ahun :
12019 tentang ' Pengelolaan - ‘Keuangan Daerah; (Lembaran:

Nega.ra Repubhk Indone31a Tahun 2019 Nomor 42 HE

Peraturan ‘Menteri | Dalam Negeri 'Nomor 13 Tahun 12006
~ tentang . Pedoman  Pengelolaan | : Keuangan ': Daerah,
~‘sebagaimana. telah: dlubah _beberapa kali’ terakhlr ‘dengan .

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri’ Dalam Negeri -
Nomor 13 Tahun 2006 _tentang Pedoman‘f Pengelolaan .'

Keuangan Daerah
- :Peraturan Daerah. Kabu ate Karanganyar Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pajak: Penerangan Jalan . .(Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10); -

. Daerah adalah Kabupaten Kall'anganyar'

jg_Pemermtah ‘Daerah - adalah Bupatl sebaga1 ‘unsure
‘;_if'penyelenggara Pemenntah Daerah .s-yang '
g pelaksanaan s urusan i

3 v".f:‘i'Badan Keuangan Daerahi’ yang sela
: »._'.E_adalah Badan Keuangan Daera.h Kabupaten Karanganyar




. Pajak Penerangan: Jalan: adalah’ pajak atas
" tenaga listrik, baik yang vdjhas_ilkan"se diri maup
dari sumber 1a1n RN R B CLRR SRR 1) M VE

Penerangan Jalan mum. yang' selanjutnya

-+ 'adalah lampu yang ‘dipasang’ Pemerintah Daerah dan/ataui

~sejjin tertulis dari Pemerintah ‘Daerah untuk : kepkentmgan'

: " tentang data PJU.
EPetugas Pendataan adalah,..v ;

Kabupaten Karanganyar, Dmas Perhubungan Perumahan:
dan Kawasan Permuk:man Kabupaten Karanganyar,

” ':v'.'iPerangkat Desa/ PegawaiKelurahan adalah unsur staf yang
membantu Kepala Desa/ Lu:a.h .dalam_ melaksanaka.n tugas»

N b rangkalan proses Pendataan,

:d;'penempelan stlker yang menandakan bahwa PJU.;telah
.terdata berisi ‘nomor- Pendataan dan loka51 kecamatanv
pada tlang PJU; : y :




e pencatatan mformas1 pendataan PJU pad blangko yangr"
telah d15ed1akan yang terdm dan :

(1) : Kegiatan Pendataan PJU terdm
a keg1atan survex dan Pendataan PJU d
b. Pengadmmlstrasmn data PJ

(2) Keglatan survei sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) huruf a‘
' ;.'j dllaksanakan oleh Petugas Pendataan. -

(3) Pengadmmstrasmn ‘data’ 'PJU.. bagaiman -dimaksud pada'
. ayat (1) huruf b dﬂaksanakan oleh Petugas Adrrnmstra31 .

(4) Petugas Pendataan dan tugas Ademstras1 sebaga.unan _
o dunaksud pada ayat (2) dan ‘ayat (3) dltunjuk oleh kepala




BRI

: "(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendataan dan |

S 1  ';-(1) Petugas Pendataan PJU" dxbenkan honoranum sebesarbufi:

(6) Petugas Pendataan sebaga;mana dlmaksud' pada_b ayat (2)
memﬂlkltugas DA ., -
- a menglntung lampu PJU ‘baik mlhk Pemenntah Daerah‘
- maupun swadaya masyarakat yang belum metensam -
. sesuai dengan voltase (watt) yang d1gunakan Pt
b menentukan 'I‘1t1k Koordmat dan foto PJU g A
c menempelkan stiker pada t1ang PJU yang telah dmomon' '
. sesuai dengan lokasi Pendataan, dan . ; o
" d. menulis informasi hasil pendataan lampu pada blangko'.'f"‘i S EEEE
- . sebagaimana . dlmaksud dalam Lampxran., éPeraturan“;-‘“ -

'mennhkl tugas

a menyalm data yang d.llaporkan oleh Petugas Pendataan,? '

b menginput dan_ mengupload' data yang sudah;'?
dxkumpulkan ke dalam aphkasx L

Petugas Admlmstra31 bertanggung Jawab kepada Kepala BKD

Pasal 7

. Rp. 3.000,00 . (t1ga ribu ruplah) per tmk

(2) Petugas Pendataan PJU diberikan uang PeI:]alanan dmas dan R E
‘bahan bakar sebesa.r Rp 50 000, 00 (hma puluh nbu rupxah):
?:I per han g - i :

) 5 (3) Perangkat Desa / Pegawa.1 Kelurahan pendampmg Petugas. R

-Pendataan A PJU. diberikan. juang . ;saku; harian . sebesar . et
.1~ Rp.100.000, 00 (seratus nbu ruplah) per hngkungan / dusun. - o
. (4) Petugas: Administrasi .  diberikan | ‘honorarium | sebesar, -

o Rp 750 00 (tuJuh ratus hma puluh ruplah) per tmk

SR Pengawasanl dari Evaluas1 Keglatan Pendataan PJU dllaksanakan: L

AR - oleh. T:m Pelaksana Kegxatan yang thetapkan dengan Keputusan" 5

L ’_ :.'BupatJ

o Tun Pelaksana'}—f{eglatan Pendataan "da.n Peng;elolaan Pa_]a.k
'»Penerangan Jalan melaporkan has11 Pendataan PJU kepada' L




BN pada tanggal 2 September 2019

i SUTARNO

L KETENTUAN PENUTUP

T LA R PasallO A ' 2 5 S

’ . Dengan berlakunya Peraturan Bupatl ini’ maka Peraturan Bupatl

i+ Nomor. 39 Tahun 2016 tentang :Petunjuk Teknis Pelaksanaan =~ . 7 -

. Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum  (Berita Daerah = T

., Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 39) d1cabut dan
. dmyatakan t.ldakberlaku S oL v o

Pasalll s RS Con
H Peraturan Bupau 1m mulai berlaku pada tanggal dmndangkan i
"Agar ' setiap orang - mengetahumya, - memerintahkan "
pengundangan Peraturan . Bupati rini dengan penempatannya
dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar o -

‘_._,v‘_vatetapkan d1 Karanga.nyar
" pada tanggal 2 September 20 19
N ':';‘BUPATI KARANGANYAR S :,;

» DxundangkandlKaranganyar

o 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN: KARANGANYAR 1

i BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 73
Sahnan sesuai dengan ashnya T ;, ,
;. SEKRETARIAT DAERAH . '~
KABUPATEN KARANGANYAR -
" Kepala Bagign Hukum; = _("ﬂ




